
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur 
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Unda.ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 296); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 
J'entang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2016 Nomor 3); 

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68); 

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Bupati adalah Bupati Tegal. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
Te gal 

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 
Kecamatan dalam Kabupaten Tegal. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republic Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikemba]ikan oleh Desa. 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PENGEWLAAN KEUANGAN DESA 

MEMUTUSKAN: 



17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 

18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

20. Pel&ksana Pengelolaan Keuangan Deaa, yang selanjutnya disingkat PPKD, 
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan 
PKPKD. 

21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. 

22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 
PPKD. 

23. Kepala Bekai, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. 

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan. 

25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiHki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar 
besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan 
belanja Desa. 

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat rlncian setiap keglatan, anggaran yang dlsedlakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA 
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APB Desa dan/ atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat OPAL 
adaleh dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan 



Pasal 3 
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana climaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

BAB II 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 
( 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran sebelumnya. 

33. Pengadaan barang/ jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan 
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah 
Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa. 

34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh a1am antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
longsor. 

35. Bencana sosial adalah bencana yang dialdbatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. . 

36. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 

37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
Inspektorat Kabupaten Tegal. 



Pasal 5 
( 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai 

koordinator PPKD. 
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB 

Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai 
tugas: 
a. melakukan veriflkasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
b. melakukan veriftkasi terhadap RAK Desa; dan 

Pasal 4 
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan OPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 
kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

(5) Kepala Desa selalru PKPKD dapat diberikan honorarium yang besarannya 
mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan Harga 
Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Pengguna 
Anggaran SKPD. 

(6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan 
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan 
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai 
dengan kemampuan keuangan desa. 



Pasal 7 
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan 
barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, 
lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau masyarakat, r,an~ terdiri atas: 
a .. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

Pasal 6 
{l) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan anggaran .. 
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Kasi pemerintahan; 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

{4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 

barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 
(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing 
dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

(6) Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan 
honorarium yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang 
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan 
dengan honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan pada SKPD. 

(7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari biaya 
operasional kegiatan. 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan clan pengeluaran APB 
Desa. 

(4) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium yang 
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan 
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan 
sebanyak-banyalmya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan 
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai 
dengan kemampuan keuangan desa. 



Pasal 9 
(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap 

akhir kegiatan infrastruktur Desa. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga 

ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. 
(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pacla ayat (2h 

kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari 
masyarakat Desa setempat. 

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
kepala Desa meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan 
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan 

Bagi.an Ketiga 
Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur 

Pasal 8 
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan 

fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

(4) Kaur Keuangan selaku Bendahara dapat diberikan honorarium yang 
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan 
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium 
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan 
sebanyak-banyalmya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan 
dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sesuai 
dengan kemampuan keuangan desa. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(4) Dalam hal di desa tidak terdapat pelaksana kewilayahan maka fun sebagaimana 
di maksud pada ayat (1) berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa 
dan/ atau masyarakat 

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat 
penyusunan RKP Desa. 

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan 
ganjil serta ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. 

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honorarium yang 
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan 
Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Tim 
Unit La.yanan Pengadaan Barang/ Jasa pada SKPD. 

(8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari biaya 
operasional kegiatan. 



( 1) APB Desa terdiri dari: 
a. . pendapatan Desa; 
b. 6elanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

Pasal 12 

BAB ill 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 11 
( 1) Pelaksanaan kegiatandapat diberikan biaya operasional kegiatan paling banyak 

S0A, (lima per seratus) dari pagu anggaran kegiatan. 
(2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

dapat digunakan untuk biaya rapat, biaya perencanaan infrastruktur, 
honorarium pelaksana kegiatan anggaran, honorarium tim pengadaan 
barang/jasa, honorarium pemeriksa kegiatan infrastruktur, penyusunan dan 
penggandaan laporan pertanggungjawaban, perjalanan dinas, alat tulis kantor, 
papan informasi kegiatan dan prasasti kegiatan. 

Pasal 10 
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara 

memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh basil pelaksanaan kegiatan 
pembangunan infrastruktur Desa. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) 
ta.hap meliputi: 
a. ta.hap pertama, penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per 

seratus) dari keseluruhan target kegiatan; 
b. tahap kedua, penilaian dan pemeriksaan terhadap 80°/o (delapan puluh per 

seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan 
c. tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per 

seratus) dari keseluruhan target kegiatan. 
(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal basil pemeriksaan pada 

setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Laporan basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa. 

kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan/ atau tenaga 
pendamping profesional. 

(5) Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur berjumlah l(satu) orang clan paling banyak 3 
(tiga) orang. 

(6) Susunan Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) apabila 2 (dua) orang terdiri dari Ketua dan Sekretaris. 

(7) Susunan Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur eebagalmana dimaksud pada ayat 
(5) apabila 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. 

(8) Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa dan dapat diberikan honorarium. 

(9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk besarannya mengacu 
pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah 
Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan honorarium Panitia Pemeriksa 
Hasil Pekerjaan pada SKPD. 



Pasal 16 
( 1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas jenis: 
a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; 
c. alokasi dana desa; 
d. · .~antuan keuangan darl Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

Pasal 15 
(l} Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 

huruf a, terdiri atas jenis: 
a. hasil usaha; 
b. basil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lain. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi 
hasil BUM Desadan/ atau BUM Desa Bersama. 

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas 
Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, 
dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. 

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara 
lain hasil pungutan Desa. 

Pasal 14 
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu 

semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 
dan tidak perlu dikembaHkan oleh Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
c. pendapatan lain. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 13 
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a diklasifikasikan 
menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b diklasifikasikan 
menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian 
objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 



Pasal 20 
( 1) Klasifikasi belanj_a eebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf a 

dibagi dalam sub bidang: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional 

pemerintahan Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;_ 

Pasal 19 
( 1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. 

(2) Klasiflkasi belanja sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan 
huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa 
yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(3) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam 
sub bidang sesual dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, 
keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. 

Pasal 18 
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu 

semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. 

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 17 
Kelompok pendapatan lain sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 
a. penerimaan dari basil kerja sama Desa 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 
c. penerirnaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 
e. bunga bank; dan 
f. pendapatan lain Desa yang sah. 

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e 
dapat bersifat umum dan khusus. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan 
paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh 
per seratus). 



Pasal 23 
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dianggarkan 

untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan Iain dan 
pe~bayaran jaminan sosial bagi kepale Desa dan perangkat Desa,' serta 
tunjangan BPD. . .. 

Pasal 22 
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang/ jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja talc terduga, 

Pasal 21 
Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibagi dalam kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yangmerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dart pelaporan; dan 
e. pertanahan. . . 

(2) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf b dibagi 
dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. kawasan permukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumber daya mineral; dan 
h. pariwisata; 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (1) huruf c dibagi 
dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d 
dibagi dalam sub bidang: 
a. kelautan dan perika.nan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g_. perdagangan dan perindustrian. 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat ( 1) huruf e dibagi 
dalam sub bidang: 
a. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c. keadaan mendesak. 



Pasal 26 
( 1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan 

belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak 

dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
c. berada di luar kendali pemerintah Desa. 

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana sosial. 

Pasal 25 
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufc, digunakan untuk 

pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dan menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana diroaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 24 
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan 

untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 
dari 12 (dua belas] bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara 
lain untuk: 
a. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosiallsasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; 
d, operasional BPD; 
e. insentif Rulrun Tetangga/Rukun Warga; dan 
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 

(3) Insentif Rukun Tetangg~/Rukun Warg~ sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). 
· · huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun 

Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan 
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana 
. · dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan Desa. 

(2) B.elanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
bidang penyelen~~ pemerintahan Desa. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya 
clibayarkan setiap bulan. 

(4) Pembayaranjaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa. 



Pasal 29 
(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) 

adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan 
diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar 
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, 
san.dang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan 
sosial. 

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai 

Pasal 28 
(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) adalah 

adanya kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana 
dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat lainnya yang menyebabkan 
terganggunya pelayanan dasar masyarakat. 

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan prasarana pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan 
kawasan permuldman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan segera. 

(3) Kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati 
bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal 27 
(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 

(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau se~angkaian. peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

(2) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok 
atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan 
bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan 
ayat (2) adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 
alam dan bencana berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat 
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi: 
1. kegiatan penyela.matan dan evakuasi korban dan harta benda; 
2. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengung~i~dan 
3. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) merupakan upaya penanggulan~an keadaan darurat karena adanya 
kerusakan dan/ atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan 
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan 
dasar masyarakat. 

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuh~ 
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yan~ mengalami 
kedaruratan. 



Pasal 32 
(1) Penerimaan pembiayaan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf 

a, meliputi: 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 

'bangunan. 

Pasal 31 
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: 
a. penerlmaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

Pasal 30 
(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 
berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 a:rat (1) adalah 
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga. 

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui APB Desa dan/atau 
Perubahan APB Desa. 

(3) Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam APB Desa dan/ atau Perubahan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara global 
tanpa dirinci. 

(4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber 
pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/ atau bersumber dari 
pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang belum 
dilaksanakan :rang_ dianggarkan dalam Perubahan APB Desa. 

(5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan. 

sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian 
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yan~ layak 
bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. 

(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desadan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. 



Pasal 35 
( 1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b antara lain 

digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang 
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan kekayaan 
Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam 
APB Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah 
kasDesa dan bangunan tidak dapat dijual. 

Bagian Keempat 
Penyertaan Modal 

Pasal 34 
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a 

dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyislhan atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(6) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa j_abatan kepala 
Desa. 

Pasal 33 
Pengeluaran pembiayaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas: 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, 
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya 
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yan~ dipisahkan sebagaimana dimaksud ~ada 
ayat ( 1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan 
kekayaan Desa yang dipisahkan. 



Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungiawaban. 

Pasal 37 

BAB IV 
PENGELOLAAN 

Pasal 36 
(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas: 

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau 
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten yang· disalurkan melalui mekanisme APB Desa;· 

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan 
dan/ atau lembaga donor yang dipastikan eebagal kekayaan kolektif Desa dan 
disalurkan melalui mekanisme APB Desa; 

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. 

(2) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi; 
a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal 

pada BUM Desa; dan/ atau 
b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

penyertaan Modal pada BUM Desa. 
(3) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 
a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang_ mengatur tentang 

organisasi pengelola BUM Desa dan/ atau struktur organisasi BUM Desa; 
modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM 
Desa; 

b. Adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan 
keuntunganBUM Desa; dan; 

c. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat 
paling sedikit: 
1. jumlah modal yang disertakan; 
2. mekanisme pengembalian modal; 
3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan; 
4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan 
5. jangka waktu penyertaan modal. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Modal BUMDesa secara mayoritas dimilild oleh Desa. 



Pasal 41 
(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa mengenai penjabaran APB Desa. 

Pasal 40 
( 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Kepala Desa. 
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama dalam musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagairoana dimaksud pada 
ayat (2) disepakati beraama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Deaa 
yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melalrukan 
kegiatan yan~ berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelen~araan 
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelwnnya. 

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelakaanaan 
kegiatan sebagairoana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Penyediaan 
Operasional Pemerintah Desa serta Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Deaa. 

Pasal 39 
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan 

dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang 
dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Selaetaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa 
yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahunyang paling sedikit memuat: 
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan 

Desa dan RKP Desa; 
b. prinsip penyusunan APB Desa; 
c. kebijakan :penyusunan APB Desa; 
d. telmis penyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya. 

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 38 
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan 

dengan Basis Kas. 
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan 

transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. 
(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, 



Pasal 45 
(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) tidak 

ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancan~an 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala 
Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati atas 
dasar rekomendasi Camat. 

Pasal 44 
(1) Camatdapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam 

pelaksanaan evaluasi. 
(2) Basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua 
puluh} hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Oalam hal Camat tidak memberikan basil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Cesa dimaksud 
berlaku dengan sendirlnya. 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 

(5) Oalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi., 
kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan 
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 43 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 
g. berita acara basil musyawarah BPD. 

Pasal 42 
Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
kepada Camat. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



Pasal 48 
( 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian yang 
terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga 
suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti 
peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan 
kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 47 
( 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat 

melalui media informasi. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling seclikit memuat: 

a. APB Desa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 46 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan 

oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. 
(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 
(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang 
APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan 
Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan · Desa dan Peraturan 
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya 
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat 
desadengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempumaan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat 
persetujuan Camat. 



Pasal 53 
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumJah paling banyak Rp 
5.ooo.o·oo,oo (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional 
pemerintah Desa. 

Pasal 52 
(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaporkan 

Kepala Desa kepada Bupati cq.Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala 
Dispermasdes. 

(2) La.poran Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk pengendalian penyaluran dana transfer. 

Pasal 51 
(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bankyang 
ditunjuk Bupati. 

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

(3) Penunjukan bank sebagai rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 50 
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 sampaidengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. 

Pasal 49 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa 

tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 

anggaran berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek 

belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 

SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 
(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan 

Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat melalui surat pemberitahuan 
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. 

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat '(l) ditetapkan dengan 
peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP 
Desa. 



Pasal 57 
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah 

disetujui kepala Desa. 
(2) Ra,ncangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

Pasal 56 
(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau 

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang 
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/ atau terjadi perubahan 
kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
untuk menyusun rancangan DPPA. 

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima 
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris 
Desa. 

Pasal 55 
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima 

betas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. 
(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diveriflkasi oleh Sekretaris 

Desa. 

Pasal 54 
( 1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai 

tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 
ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya. 

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana 
kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci 
satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



Pasal 61 
(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui 

Kepala Desa. 
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pengadaan melalui swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa. 
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui 

swakelola. 
(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan 
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas 
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, 
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia 
barang/ jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/ jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada 
peraturan Bupati tentang pengadaan barang/ jasa di Desa . .. 

Pasal 60 
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua 

pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan 

bukti yang lengkap dan sah. 
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa 

dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap 
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu 
kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan 
tugasnya. 

Pasal 59 
(1) Arus kas masuk sebagaimana diroaksud dalam Pasal 58 memuat semua 

pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan 
pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 

Pasal 58 
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang 
diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Kepala Desa menyetl.tjui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris 
Desa. 



Pasal 64 
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia 

barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. 
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 

a. pemyataan tanggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barang/ jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris 
Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan basil veriflkasi 

yang dilakukan oleh sekretaris Desa. 
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang 

tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. 

Pasal 63 
( 1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan pengadaan barang/ jasa secara 
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib 
mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk 
disimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana climaksud pada 
ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris 
Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan 
· pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi 
pelaksana kegiat.an anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil 
dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiat.an anggaran 
mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

Pasal 62 
( 1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam 
DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran. 

.. 



Pasal 69 
(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 huruf a digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada 

realisasi belanja; dan 
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana diroaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari 
pelampauan pendapatan dan/ atau penghematan belanja tahun sebelumnya 
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 68 
(1) Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 dan Pasal 
33 dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilakukan secara transfer atau non 
tunai. 

(3) Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (Lima 
Puluh Juta Rupiah) harus dilakukan secara transfer atau non tunai. 

Pasal 67 
(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja 

Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
mengenai perpajakan yang berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak 
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} meliputi pengeluaran 
kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan 
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan 
oleh sekretaris Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada 
Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa 
ditetapkan. 

Pasal 66 
(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan 

dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui 
sekretaris Desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 65 
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 



Pasal 72 
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 

fungsikebendaharaan. 
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup 

setiap akhir bulan. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 71 
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dicatat pada 

pengeluaran pembiayaan. 
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimasukan sebagai pendapatan asli Desa. 

Pasal 70 
(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan 

pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a 
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa. 

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan. 

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah 
mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan 
rill dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali 
rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi OPAL untuk mendanai 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b. 

(5) Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang 
akan disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum 
eelesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 



Pasal 76 
.(1) Buku kas umum y~g ditutup setiap akhir bulan sebagairnana dimaksud dalarn 

Pasal 72 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling 
larnbat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

~3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetuju], 

Pasal 75 
( 1) Pengeluaran atas be ban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah 

disetujui oleh Kepala Desa. 
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiat.an yang dilakukan secara 

swake1o1a dike1uarkan oleh ·i{aur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui 
oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui 
penyedia barang/ jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada 
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(4:) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanJa pegawai, dilakukan secara 
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi 
penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatengani oleh 
Kaur Keuangan. 

(7) Kuita.nsi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dita.ndata.ngani oleh 
penerima dana. 

Pasal 74 
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten; 
'b, disetor melafui bank tam, badan, Iembega keuangan dan/atau kantor pos oleh 

pihak ketiga; dan 
c, disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan .Y&n:g diperoleh dari pihak ketiga, 

Pa:sal 73 
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: 

a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pembantu panjar. 

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dlmaksud pada ayat (l) huruf a merupakan 
catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. 

(3) Buku pembantu pajak sebagalmana dirnaksud pada ayat (1.) huruf b merupakan 
catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan catatan pemberian dan pertanggungiawaben uang panjar, 

., 



Pasal 81 
Format Kade Rekenin_g, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala 
t>esa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK" Desa, 'Buku 
Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 

Pasal 80 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diinformasikan 

kepada masyarakat melalui media informasi. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 

a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang. belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan. 

Pasal 79 
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 merupakan 
bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan f>esa a1drlr tahun anggaran. 

Pasal 78 
( 1) KepaJa Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaben realisasi APB Desa 

kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

clisampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran 
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disertai dengan: 
a. ls.poran keuangan, tercliri atas: 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk 

ke Desa. 

Bagian Kellina 
Pertanggungjawaban 

Pasal 77 
( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati melalui camat. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
cara menggabungkan seluruh faporan sebagaimana cfunaksud dafam Pasa1 65 
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

-Bagiaii Keempa:t 
Pelaporan 



WJDODO JOKO MULYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR .. 1. 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 2. UWA"'1G\v1 io,~ 

KABUPATEN TEGAL 

I 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 7,.. _Jc.V\u&.11 ?..>l_j 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal 85 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 84 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tida.k 
berlaku. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 83 
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau 
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 82 
(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang 

dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten. 
(2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 

wilayah Kecarnatan masing-rnasing. 

BABV 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 
Penjabaran APB Desa, Bulru Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum Kuitansi ' , 
Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan 
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Kode RekeDlllg BIDAKG, SUB BIDARG, dan KBGIATAR 

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Biclang Penyelenggaraan Pemerintahan Deaa beriei sub biclang dan kegiatan yang 
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungei pemerintahan Desa yang 
mencakup: 

J. J.- Sllb lUdan1 J>fflyeJengp.num ~JMja _Pe:n&ba.., Tetap, 'J\ln.jMPJJ mm 
Operasional Pemerintahan Deaa (Makaima) 30 % untuk kegiatan 1-7) 

1 1 01 Penyediaan Penghaailan Tetap dan Twtjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penghasllan Tetap clan Tunjangan Perangkat Desa. 
1 1 03 Penyediaan Jaminan SoeiaJ bagi Kepala Desa dan Perangkat Deaa 
1 1 04 Penyec:Uaan Operaeional Pemerlntah Deaa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, 

perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
l J 06 J>enyed.iaan Operaa.ional .BPD ~pet-mpet (,\'fK, makM-mmum), pe_rJ~~~ 

perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinaa, lietrik/telpon, dll) 
1 1 07 Penyediaan Ineentif/Operasional 'f(f/RW 
1 1 90 IPemberian penghargaan puma tugs.a kepala Desa dan perangkat Desa 
1 1 91 Penerimaan Lain Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
1 1 92 Pembayaran Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat) 

1 2 .Sub Bidang Sarana dan Praearana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (aeet tetap) perkantoran/pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*'* 
1 2 90 Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa 
l .2 91 Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa 
1 2 92 Pengelolaaan Pungutan Desa 

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik clan 
1 3 Kearsipan 
1 3 01 Pelayanan adminiatrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar /Pelayanan 

KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 
1 3 02 Penyusunan/Pendat:aan/P.emutakhinm Profil Deaa (profil kependudukan .dan 

potenai deaa)** 
1 3 03 Pengelolaan adminiatrasi dan kearsipan pemerintahan deaa 

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan 
1 3 04 Sip 
1 3 05 Pemetaan dan Analieis Kemisldnan Deaa eecara Partisipatif 
1 3 90 Pendataan Desa; 
1 3 91 Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa; 
1 3 92 Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; 

A.I. Daftar Kode Rekening Biclang, Sub Bidang, clan Kegiatan 

A. Format Kode Rekening 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR .J.. .. TAHUN 2019 
TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 



Kode RekelliDg BIDAIIG, SUB BIDAIIG, daD KBGIATAR 

1 3 93 0engelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa; 
1 3 94 IPembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin; 

1 4 Sub Bidang Tata Pn,ja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelapomn 

1 4 01 Penyelenggara.an Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, 
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) 

1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug wai:ga, dll., yang 
bersifat non-reguler seauai kebutuhan desa) 

1 4 03 Penyuaunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDea/RKPDes,dll) 
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ 

1 4 04 APB Des, 
dan aeluruh dolcumen terkait) 

1 4 05 Pengelolaan/ Adminiatrasi/lnventarisasi/Penilaian Aset Desa 
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana 

Pembangunan/Keuangan) 
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1 4 07 (laporan 
akhir tahun anggaran, laporan akhir masajabaum, laporan ketenmgan .akhir 
tahun 
anggaran, informasi kepada masyarakat) 

1 4 08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

1 4 09 Desa 
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga. dll)** 
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 

1 4 10 Kewilayahan danPemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 
1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam 

mengikuti Lomba Desa 
1 4· 90 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 

Dembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan 
1 4 91 D.esa; 
1 4 92 0enyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; 
1 4 93 Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; 
1 4 94 Sosialisasi ber&agai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa; -· 

Dukungan Penggalian Kegiatan Operasional Penggalian Pajak Daerah dan 
1 4 95 Retribusi 

1 5 · Sub Bidang Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 

1 5 
Administrasi Pertanahan .(Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi 

02 Agenda 
Pertanahan) 

1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyar'akaf Miskin 
1 5 04 Mediasi Konfiik Pertanahan 
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ** 
1 5 90 Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa; 
1 5 91 0emberian izin hale pengelolaan atas tanah Desa; 
1 5 92 Pengelolaan Tanah kas Desa; 
1 5 93 Ianah Bengkok; 
1 5 94 Pengelolaan tanah titisara; dan 



· Kocle Relrenlng BJDARG, SUB Bm.AIIG, daD KBOIATAII 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
daJem 
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi 
~uga 
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan 
pembinaan, 

2 1 Sub Bidang Pendidikan 
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madraseh Non-Formal Milik 

2 1 01 · Desa- 
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 

1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhen dan Pelatihan Pendidikan begi Masyarakat 

Pemeliharaan Sarena den Prasarana Perpustakaan/Teman Bacaan Desa/ 
2 1 04 · Sanggar 

Belajar Milik Desa - 
Pemeliharaan Sarena dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madraseh 

2 1 05 Non- 
Formal Milik Desa- 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat 

2 1 06 Peraga 
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 
Desa- 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana 
2 1 07 Perpustekean/Temen 

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Deaa- 
2 1 08 Pengelolaan Perpusudcaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor 

Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Cesa) 
2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 1 10 Dukungan Pendidikan begi Siswa Miskin/Berprestasi 

e>engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan ocu.tuu:11 

orasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ 
2 1 90 Wm dokumenter J peralatan kesenian**; 

Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelen56._atU.I 

oelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pent--1-iaifilran: .. - 
2 1 91 tenaga kerja Desa; 

2 2 Sub Bidang Kesehatan 
Penyelenggaraan Poe Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- 

2 2 -01 obatan; 
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan 
Alat 
Kontrasepsi begi Keluarga Miskin, dst) 
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu Hamil, Kelas 

2 2 02 Lansia, 
Insentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga 
Kesebatan, Kader Kesehatari, dll) 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
2 2 05 Pembinaan Paleng Mereh Remaja (PMR) tingkat desa 



Kode Relrenmg BIDAJIG, SUB BIDARG, dan KBGIATAR 

2 2 06 Pengasuhan Beraama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Keaehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 
2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 

Posyandu/Polindes/PKD** 
e>engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarena clan - <T Kesehatan/ Air Ber.sih I sanitasi/kebersihan 

2 2 90 lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)-; 
e>engadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarans 

2 2 91 prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**; 
i:>engadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarans 
praaarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilita.sj 

2 2 92 oenyandang disabilitas**; 
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarans 
prasarana balai pengobatan / poskesdes I posbindu/ reagen rapid tes kk 

2 2 93 untuk menguji sampel-sampel makAnan**; 

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab 
2 3 06 Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Oedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Sltus Bersejarah Millk Desa/Petilasan 
2 3 07 . Milik 
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 .3 09 P.emeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 

Pennukiman/Gang ** 
2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa 
2 3 13 ** 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- 
2 3 14 gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) tt. 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai 
2 3 15 Kemasyarakatan** .. 

Pembangunan/Reha.bilitasi/Penirigkatan Pemalaiman Milik Desa/Situs. 
2 3 16 BersejarahMilik Desa/Petilasan 
2 3 17 Pembuatan/Pemutakh.iran Peta Wllayah dan Sosial ~ ** 
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** 
2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 
2 3 90 Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing 

0embangunan/pemeliharaan energi baru dan terbarukan/ pembangkit 
2 3 91 listrik tenaga mikrohidro 

bembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor /fisilt 
2 3 92 sosial/Masyarakat/Penanggu]angan Bencana Alam**; 



Kode Relreah:l.g BID.AIIG, SUB BID.All'G, clall KBGIA.TAII' 

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak . 

2 4 01 Huni 
(RTLH) OAKIN (pemetaan, validasi, dll) 

2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon Penampungan 

2 4 03 Air 
Hujan/Sumur Bor, dll) 

2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 
Pemeliharaan Sanitasi Pennukiman (Oorong-gorong, Selokan, Parit, dll., 

2 4 05 diluar 
prasaranajalan) 

2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dl1 
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pennukiman 

2 4 07 (Penampungan, 
Bank Sampah, dll) 
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah {Drainase, Air limbah Rwnah 

2 4 08 Tangga) 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 

Air/Tandon Penampungan Air Hajan/Sumur Bor, dll)** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Runiah 

2 4 12 Tangga 
(pipanisasi, dll) ** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Oorong- 

2 4 13 gorong, 
Selokan, Parit, dll., diluar prasaranajalan) ** 
Pembangunan/Rehabilitaa/Peningkatan Faailitaa Jamban Umum/MCK 

2 4 14 umum, dll ** 
2 4 15 Pembangunan/Rebabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 

Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 

2 4 16 (Drainase, 
Air limbah Rumah Tangga)** 
P.embangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik 

2 4 17 Desa** 
2 4 90 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 

· Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 
2 4 91 oencana alam; dan 

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 

2 
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup 

5 03 dan 
Kehutanan 

· Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air /kolam untulc mata 
2 5 90 lair**; 
2 5 91 P.erJindungan Keanelraragaman Hayati (terumbu ks.rang, mangrove, .dsb) 

2 
f>embuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan 

5 92 sungai**; 



Kode Rekenlllg BIDARG, SUB BID.ARO, dam BBGU.TAII 

Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ 
pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung 

2 5 93 pengungsian-; 

·-. 

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster /Baliho 
2 6 02 Informasi 

penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/lnstalasi Komunikasi dan Informasi 

2 6 03 LokalDeaa 
Dembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana 

2 6 90 transportasi/ informasi/ komunikasi/ terminal Desa**; 
Pengadaan/ pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan 
internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara 

2 6 92 :loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) **; dan . 

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarena dan Prasarana Energi Altematif tingkat Desa 

Pembangunan/Rehabilitasi/P.eningkatan Sarena dan Prasarana Energi 
2 7 02 Altematif 

tingkat Desa ** 

2 8 Sub Bidang Pariwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarena dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarena dan Prasarana Pariwisata 
2 8 02 Millk 
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 

Pembentukan, peningkatan kapasitas Pokdarwis / komunitas / 
kelompok masyarakat yang lainnya pendukung gerakan desa 

2 8 90 wisata 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran serta dan keaadaran masyarakat /lembaga 
kemasyarakatan 
desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 
Pengadaan/Penyelenggara.an Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, 

3 1 01 pengawasan 
pelaksanaanjadwal ronda/patroli dll) ** 

3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 
Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 

3 1 03 
· Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan 
Masyarakat 
{dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dllJ Skala Lokal Desa 

3 l 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 



Kode Rekemng BmAlfG, SUB BmAIIG, dan KBGIA.TAII 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan 

Pelindungan Masyarakat 
3 1 90 Pembinaan keamanan dan ketertiban; 
3 1 91 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 

Memelihara perdamaian, menangani konflik dan mela k11ks1n 

3 1 92 mediasi di Desa; 
3 1 93 Pembentukan tim keamanan Desa; 
3 1 94 e>emberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa; 

Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ sosialisasi dan motivasi 
3 1 95 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat**. 

r.'asilitasi keikutsertaan rum.ah tangga miskin dalam program 
keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga 
nuskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga 

3 1 96 miskin**; dan 

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa 
3 2 02 di 

tingkat K.ecamatan dan Kabupaten 
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan 

3 2 03 (perayaan 
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan 

3 2 04 Milik 
Desa ** 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
3 2 Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 
3 2 90 Pembinaan kerukunan umat beragama; 
3 2 91 Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 
3 2 92 Pembinaan lembaga adat; 
3 2 93 Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan ntjuk; 

Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 
3 2 94 ketenagakerjaan; 

Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang 
.3 2 95 bendfat sosial eerta kegiatan keagamaan; dan 

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Waldl Desa di 

3 3 01 tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten 
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan 

3 3 02 Wawasan 
Kebangsaan,dll)tingkatDesa 

3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 

3 3 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik 

04 Desa** 
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 



Kocle Rekenbag BmARG, SUB Bm.AKG, an KBGIATAR 
Kepemudaan dan 
Olah Raga Milik Desa- 

3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/10.ub Kepemudaan/10.ub Olah raga 
3 3 90 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 

··-':l •,e·4· .. . 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
3 4 90 Sistem organisasi mayarakat adat; 
3 4 91 Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa; 
3 4 92 R'asilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan; 
3 4 93 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan 

Si stem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan 
masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan 

3 4 94 oeran masyarakat Desa**. 
3 4 95 Pembinaan BKM/LKM 

4 BJDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang 
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat daJam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: 

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Millk Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat 
4 1 03 Milik 

Desa** 
Pembangunan/Rebabilitaai/Peningkatan Pelabuhan Periksnan Sungai/Kecil 

4 1 04 Milik 
Desa•• 

4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
4 1 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat GW18. untuk Perikanan 

Darat/Ne~·· 
4 1 90 Pelatihan ·- kelomnok nelavan"; dan 

4 1 91 Rebabilitasi laban gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan 
hutan bakau/perlindunmm terumbu karan2*. 
Penyediaan Sarana Prasarana Tra.nsportasi Desa (kendaraali, tambatan perahu, 

4 1 92 dermaga, dsb) 

. - 

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan 

4 2 01 pertanian, 
penggilingan Padi/jagung, dll) 

4 2 02 Peningkatan Produksi Petemakan (Alat Produksi dan pengolahan petemakan, 
kandang, dll) 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi Tersier/Sederhana 
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 



Kode Rekemq BIDAIIG, SUB BIDAIIG, dan KBGIATAJf 
Pertanian/Petemakan • 

4 2 90 Peningkatan kapaaitaa bagi kelompok umi 

4 3 Sub Biclang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 3 01 Peningkatan kapaaitas kepala Desa 
4 3 02 PeninglrAtan kapaaitaa ~gkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitaa BPD 

4 3 90 Perungkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan 
• t Desa/kader kesehatan ma11yanuu:at Desa**: 

Pemberdayaan masyaralcat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis clan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyaralcat 
Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan 

4 3 91 Pembangunan Partiaipatif/pengembangan puaat kemaayarakatan Deaa dan/atau 
balai rakvat••: 
Sosialisasi penggunaan dana Deaa/ pengembangan sistem adminiatraai 
keuangan clan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan 
clan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ 

92 pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan clan pelatihan kader 
4 3 nemberdayaan masvarakat Desa vane diselenlo!1t1n1u.a.u di Deaa••: 

Pemantauan clan audit berbasis komunitaa/ pengembangan unit pengaduan di 
Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian 
masalah aecara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ 

3 93 pengorganisaaian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 
4 memberikan bantuan hukum kenada wanm masvarakat Desa**: dan 

4 4 Sub Biclana: Pembe • davaan Peremouan. Perlind· Anak clan Ke}URl'llA 

4 4 01 Pelatihan/Penvuluhan Pemberdavaan Peremouan 
4 4 02 Pelatihan/ Penvuluhan Perlindunllllll Anak 
4 4 03 Pelatihan clan Penmatan Penvandana: Difabel lnenyandang disabilitas) 

Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina 

4 90 Keluarga Balita/pembentukan clan fasilitasi kelompok perlindungan anak 4 Desa/oembentukan clan fasilitasi forum anak desa••: 
Pemberdayaan masyaralcat berbasis gender clan pelaksanaan pengaruautamaan 
gender /perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di 

4 4 91 desa/peningkatan kapaaitaa kelompok pemerhati dan perlindungan 
anak/oene.elolaan nem.berdavaan dan keaeiahteraan keluanm**: 
Kampanye dan promoai hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit 
menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired 
immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes meWtua dan 
gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan 

92 Anak/ pengelolaan ba1ai pengobatan Desa dan peraalinan/ perawatan kesehatan 4 4 clan/atau oendam~"-" untuk ibu ha ..... n nifas clan menyUsui**; 
Pemantauan pertumbuhan clan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan 

4 4 93 gizi bagi balita clan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga 
berencana/nensrelolaan kelrie.tan rehabilitaai ham nenvandanil disabilitas**: 
Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan 

4 4 94 Anak/pelatihan pangan yang aehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk 
vana sehat dan aman**; 

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat 

4 4 95 dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan 
1masvarakat/nenvediaan air bersih/nelayanan kesehatan 1in • **· • 
Fasilitaai terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, 
perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan 
kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemislrinan secara. partiaipatif di 
Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, 

4 4 98 perempuan, anak, clan kelompok marginal/penyusunan uaulan kelompok warga 
mislrin WBnlll disabilitas. uan, anak. clan kelomnok ~..dnai**. 

4 s Sub BidanR Konera.ai. Usaha Mikro Kecil clan MenenlZ8h IUMKMl 



Kode Rekealng BIDAIIG, SUB BmARG, dan KBGIATAR 
4 5 01 Pelatihan Manaiemen Peneelolaan Kooerasi/ KUO I UMKM 

4 5 02 Pengembangan Sarena Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 
Konerasi 

4 5 03 Penodaan TeknololZi Te1>at Guna untuk Pengembanmm Ekonomi Pedesaan Non- 
Pertaman 

4 5 90 Pemberdayaan ekonomi malSvlU]ill.ll,t: 
4 5 91 Pemberdavaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tamzn. 

4 5 92 Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau 
kooerasi tinflkat Desa; 

4 5 93 Pembentukan dan peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi 
nelaku usaha 1>ariwisata di Desa: 

4 5 94 Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk 
un . kawasan nerdesaan 

4 5 95 Hutan ke ,,,,.tan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan**: 

96 Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi 
4 5 ma - t**. 

4 6 Sub Bidana Dukunmm Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persianan dan Pembentukan Awai BUM Desal 
4 6 02 Pelatihan Penmolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desal 
4 6 90 Bantuan modal untuk kelomnok tani: 
4 6 91 Pelatihan Kewirausahaan· 

4 6 92 Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ 
kelomook masvarakat miskin**; 

4 6 93 Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapaaitas kelompok 
nemuda/oelatihan keria dan ketramoilan ham m--~_:_t Desa**: - ·- ·~~ 

4 7 Sub Bidan.e: Pe rd , ·· dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pa.ear Desa/Kios milik Desa 
4 7 02 Pemban ... Rehabilitasi/Peninrdca.tan Pa.ear Desa/Kios mi1ik Desa ** 
4 7 03 Peneembanmm Industri kecil level Desa 
4 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendam1>inmm kelomnok usaha ekonomi 

nroduktif :~&---~in. . ,a industri rumah tan.mm. dill ** 
4 7 90 Pensrelolaan ne.sar Desa I usaha jasa dan industri kecil tinsrka.t Desa**: 
4 7 91 Pelatihan usaha ekonomi dan Perd . 

Pelatihan telmologi tepat guna/pengembangan energiterbarukan/pengolahan 
limbah petemakan untuk energi biogaa/pembuatan bioethanol dari ubi 

4 7 92 kayu/pengolahan minyak goreng bekas meajadi biodiesel/ pengelolaan 
oeml :. it listrik tenam a.rurin**; 
Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) 
dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Ouna untuk produksi 

4 7 93 pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana 
tranS1>0rtasi dan komunikasi/oenRembanmm jasa dan industri kecil**: 

4 7 94 Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Ouna/ energi 
terbarukan/moduk un.......,,1111 ..... desa / produk un . kawasan l)erdesaan**; 
Pengelolaan tempat pemandian umum/ air minum berskala Desa/hutan 

7 95 Deaa/hutan Adal/iridustri air minum/industri pariwisata Desa/industri 4 oenmlahan ikan**; 

7 96 Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan 
4 nenvewaan alat tranBDOrtasit Dt:Illll:l.daan dan nenvewaan neralatan nesta**; dan 

Pengelolaan pemasaran basil produksi usaha Badan Usaha Mi1ik Desa dan 
usaha ekonomi lainnya/penyediaan informaai harga/pasar /pameran basil usaha 
Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau 
koperasi/kerjasarna perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan 

4 7 97 =1~ ketio**. 

5 
BIDANG PENANOGULANOAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 
Bidane: Penan - Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 



Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN 

digunakan untuk kegiatan pcnanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak 

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang ..Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Daru rat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 Keadaan Mendesak 

* = (Penambahan Kegiatan ctitetapkan oleh Kabupaten) 

•• = (untuk penamaan kcgiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal 
: Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan) 
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Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desaj 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN : 

3. . ..... dan. seterusnya; 
. ..... , 

1. . .... , 
2. 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penye1enggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan 
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, rnakmur, dan 
sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim.ana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran .... ; 

KEPALA DESA [Narna Desa), 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

NO MOR ... TAHUN ... 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN [Nama Kabupaten) 

Mengingat 

Menimbang 

C. l. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 



(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
memenuhi laiteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

( 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan. darurat, dan 
mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pad.a ayat 
( 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa. 

Pasal 5 

Pasal4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya, jika ada. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud da]arn Pasal 1 tercantum daJarn 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan perincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa. Rp . 
2. Belanja Desa Rp . 

Surplus/Defisit Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan. Rp . 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp . 
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp .. 

Menetapkan 



i UM! AZIZAH 

NAMA 
LEMBARAN DESA ... (Nam a Desa) TAHUN ... NO MOR ... 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... [Nama Desa), 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

NAMA 
tanda tangan 

KEPALA DESA .. (Nam.a Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... 
.... (Nam.a Desa). 

Peraturan Desa ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun berjalan; 
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelurnnya 

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dala.m tahun 
berjalan. 

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal 6 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam. rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan./ atau permasalahan 
sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 



KODE ANGGARAN 
REKENING URAIAN Rp. 

SUMBERDANA 

1 2 3 4 5 
a b c a b 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
4 3 Pendapatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1 1 Penyelenggaraan Belartja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan clan Operaaional Pemerintahan 
Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap clan Twtjangan 
KepalaDesa 

1 1 01 5 1 Belartja Pegawai 
1 3 Adminiatraai Kependudukan, Pencatatan Sipil, 

Statiatik dan Kearaipan 
Pelayanan adminiatraai umum dan 

1 3 01 kependudukan 
(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluarga, dll, 

1 3 01 5 2 Belartja Barang clan Jaaa 
2 Pelaksanaan Pembangunan Deaa 
2 1 Pendidikan 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 
2 1 05 Sarena 

Praaarana Perpustakaan/Taman Bacaan 
Deaa/Sanggar Belajar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat 

5 clan 
Mendesak 

5 1 Penanggulangan Bencana 

Contoh: 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN 
DESA 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA . 
NOMOR ...••••••• TAHUN ••••.....••• 

C.2. Format APB Desa 



l UMI AZIZAH 

Keterangang Cara Pengisian 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pcndapatan, Belanja clan 
Pembiayaan: 

Bagia:n pendapatan diisi: 
a.pendapatan;dan 
b. kelompok pendapatan. 
Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) 
Bagian Pembiayaan diisi: 

a Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 

I<olom 3 diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode 
rekening lihat lampiran A Permendagri ini] 

Kolom 4 dilsi dengan jumlah anggaran yang dltetapkan 
Kolom 5 diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan 

(kolom 1.c) terkait 

( ) 

Kepala Desa, . 

..................... , .. 

5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 1 Keadaan Darurat 
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(OEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

SELISIH PEMBlAYAAN 



Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

...... terdiri dari: 
1. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang sab 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bi dang Pem berdayaan Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, 

dan Mendesak Desa 

Pasal 1 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESATENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN ..... 

MEMUTUSKAN: 

Mengingat 1. ; 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

Menimbang babwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor Tahun ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama 
Desa) Tahun Anggaran ; 

KEPALA DESA ... (Na.ma Desa], 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PIDNDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nam.a Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

KEPALA DESA ..... [Nama Desa) 
KABUPATEN (Na.ma Kabupaten) 

D. l . Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 



~ UMI AZIZAH 

NAMA 
SERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

Diundangkan di ... 
pad a tanggal ... 

NAMA 

tanda tangan 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal. . 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintab.kan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berl ta Desa . 
(Nama Desa) 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleb Kepala Urusan dan Kepal.a 
Seksi pelaksana kegiatan anggaran .. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Rp,,,,,,, ... ,,,.,, .. ,, 

Rp . 
Rp . 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) 

Rp . 
Rp . 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 



KELUARAN/OUTPUT I\NOO~ SUMBER KODE REKENING URAIAN VOL SATUAN AN DANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
a b c a b c d 

4 PENOAPATAN 
4 1 PAOesa 
4 1 1 Haail usaha 
4 1 1 cObyek Pendapatan::it 
4 2 Transfer 
4 2 1 DanaDesa 
4 3 Pendapatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaa.n dari Hasil Kerjasama Antar 

Desa 
4 3 1 <Obyek Pendapatan> 

dst. .. 

JUMLAH PENDAPATAN 

BEi.ANJA 
5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1 Penyelenggaraan Belartja 
1 1 Penghaailan Tetap, Tunjangan dan 

Operasional Pemerintahan Desa 
1 1 01 Penyecliaan Penghaailan Tetap dan 

ITurtjangan Kepala Oesa 
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala 

Oesa 
1 1 01 5 1 1 <Rincian Obyek Belartja> 
1 3 Adminiatrasi Kependudukan, Pencatatan 

Sipil, Statiatik dan Kearsipan 
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 

kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 2 2 Belanja Barang dan Jasa 
1 3 01 2 2 2 Belartja Jasa Honorarium 

<Rincian Obyek Belartja> 
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitaai/Peningkatan 

Sarana Prasarana Perpuatakaan/Taman 
Bacaan Oesa/Sanggar Belsjar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Oedung dan 
1 1 OS s 3 4 ... <Rincian Obyek Belanja> 
s Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak 

Contoh 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA .••........... 
TAHUN ANGGARAN . 

0.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
LAMPI RAN 
PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR ...•...... TAHUN . 
TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 



L UMI AZIZAH 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. SU b bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan k.lasifikasi ekonorni terdiri dari Pendapatan, Belanja 
dan Pem biayaan: 

- Bagian pendapatan cllisi: 
a. Pendapatan: 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan 

- Bagian Belanja diisi: 
a. belanja: 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan]: 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. pembiayaan; 
b. kelornpok pembiayaan; dan 
c, jenis pemblayaan 

Kolom 3 Uraian Pendapatan, BeJanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) 
Kolorn 4 Volume diisi dengan volume (iumlah) output kegiatan (KoJom l.c) dan volume UumJah) 

input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d) 
Kolom 5 Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, 

unit) input pada rincian obyek belanja 
Kolom 6 Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Kolom 7 Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom l.c) 

terkait 

( ) 

Kepala Desa, 
.............. , . 

KELUARAN/OUTPUT ANG:GAR SUMBER 
KODE REl<ENING URAIAN VOL SATUAN AN DANA 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 l Penanggulangan Bencana 
5 l 00 Penanggulangan Bencana 
s 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja. Tak Terduga 

JUMLAH BEL.ANJA 
SURPLUS /(OEFISITJ 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pernbiayaan 
6 l I SiLPA Tahun Scbclumnya 
6 l l l SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 2 Pengeluaran Pcmbiayaan 

6 2 1 Pembentukan :O~n(\ ~Q(lngan 
6 2 2 l Pembentukan Dana Cadangan 

ds 
SELISlH PEMBIAYAAN 



D. RUANO LINGKUP EVALUASI 
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: 
1. Aspek administrasi yang meliputi identif"lkasi kelengkapan data dan informasi 

terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa 

C. SASARAN EVALUASI 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan 

penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan 
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan 
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu: 
1.Maksud 

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, 
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam 
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang 
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan. 

2. Tujuan Umum 
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota 
dan/ atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, 

A. DASAR PEMIKIRAN 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kernakmuran masyarakat Desa 
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa. 

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang 
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin 
anggaran. 

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota. 

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri DalaJn Negeri 
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan 
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PANDUAN EVALUASI 

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 



b) Sekretaris 
c)Anggota 

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Unsur pemerintah kecamatan dan UPI' 
Kecamatan terkait 

5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki 
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan 
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan 
Pera.turan Desa tentang Perubahan APB Desa. 

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan 
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten. 

b) Sekretaris Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau 
sebutan lainnya 

b) Anggota SKPD terkait 
3) Berdasarkan Peraturan Menteri mi, Bupati/Walikota dapat 

mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada 
camat atau sebutan lainnya. 
Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat, 
selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan 
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri 
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa. 

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya 
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari: 
a) Ketua Camat 

E. EVALUASI 
1. Persiapan Evaluasi 

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan 
evaluasi, yaitu: 
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim 
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan 
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh 
Bupati/Walikota. 

2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari: 
a) Ketua Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Ka bu paten 

tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB 
Desa; 

2. Aspek legalitas yang meliputi identiflkasi peraturan-peraturan yang melandasi 
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud; 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identiflkasi konsistensi substansi dan materi 
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4.Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 



2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: 

1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan 
legalitas. 
a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai 

berikut: 
b) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
c) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan 

yang akan dievaluasi; 
d) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan 

peraturan yang akan dievaluasi; 
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan 

teknis penyusunan peraturan Desa; 

b. Dokumen Evaluasi 
1) Dokumen Utama 

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati 
· bersama BPD; dan/ atau 
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah 

disepakati bersama BPD. 
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi) 

a) Disampaikan oleh Desa 
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi 
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil 
musyawarah; atau 

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untulc 
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa); 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). 
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan. 
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan 

dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, basil 
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll) 

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan 

berdasarkan hale asal-usal dan lokal berskala Desa 
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hale 

asal-usul dan lokal berskal desa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/ Jasa di 

Desa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah 
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten 

yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa 
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa 
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 



Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau 
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan 
kepada: 
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau 

sebutan lainnya; dan 
b. Inspektorat Daerah Kabupaten. 

(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan 
(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 

Laporan basil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada 
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) 
tersebut secara garis besar menyajikan infonnasi mengenai: 

3. HasiJ Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, 
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam 
Ke putusan Bupati/W alikota, 

b. Evaluasi kebijakan dan struk.tur APB Desa/ perubahan APB Desa. 
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir. 

2) Langkah-langkah evaluasi: 
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi; 
b) Langkah 2: Pen ca ta.tan nornor, tanggal dan kelengkapan lampiran 

semua dokumen; 
c] Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan 

kelengkapan lampiran semua dokumen; 
d] Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen 

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu 
penyampaian dokumen; 

e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi ten tang basil langkah 1 s/ d 
4. 

Cata.tan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak 
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada 
Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu 
pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen 
diterirna secara lengkap. 
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Rp . 

Rp . 
Rp .. 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Des a Tahun Anggaran .. .. . semula 
berjumlah Rp....... ,- 1-- ), bertambah/berkurang sejumlah 
Rp ,- (.......... ) sehingga menjadi Rp .-1.......... ) dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

a. semula 
b. bertambah/ (berkurang) 

Pasal 1 

Dengan Kesepakatan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Na.ma Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN 

1. ; 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 
Anggaran .... ; 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

KABUPATEN (Nama Kabupaten) 

KEPALA DESA ..... (Na.ma Desa) 

Menetapkan. 

Mengi.ngat 

Menimbang 

F. l. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Aoggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 



NAMA 
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa], 

Diundangkan di ... 
pad a tanggal ... 

NAMA 
tanda tangan 

KEPALA DESA (Na.ma Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal .. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memeri.ntabkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... (nama Des a). 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa. 

Selisih Pembiayaan setelah peru bahan( a - b ) Rp .. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp .. 

2. Belanja Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
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Jumlah PADesa setelah perubahan Rp . 

Rp . 
Rp . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
..... semula berjumlab Rp ,- 1.................. ), 
bertambah/berkurang sejumlah Rp....... - ( ) sehingga 
menjadi Rp ,- ( ) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa 

1.1. Pendapatan Asli Desa 
a. Semula 
b. Bertarnbah/ (berlrurang) 

Pasal 1 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA .... (Nama Desa] TAHUN ANGGARAN ..... 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 

MEMUTUSKAN: 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa 
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka 
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama 
Desa) Tahun Anggaran ...... 

Mengingat : 1. . . . . . ; 
2 ; 
3 dan seterusnya; 

KEPALA DESA ... (Nama Desa], 

DE.NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN . 

TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA 

KABUPATEN (Na.ma Kabupaten) 
PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

NO MOR ... TAHUN ... 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 

G. l. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan APB Desa. 



2. Belanja Desa 
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DeSEl 

a.. f3~1t1.ll111. ~J) •••••••••••••••••• 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan RJ> . 
2.2. Bidang Pembangunan 

8.. ~f!llllllEl ~J:>-················· 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp ........••..•.... 

-Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

a. Bemula Rp . 
b. Bertambah/ (berkura.ng} RJ> •••••••.••.•..•.• 

-Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.4. Bidang Pemberdeyaan MElsyEtraka.t , 

a. Semula Rp . 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat, dan MendeSElk Desa 
El.. ~e111ll.1E1. ~I>·················· 
b. Bertmnbah/ (berkurang) Rp .. 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp .. 
Surplus/ (Defisit) sete1ah perubahan RI) . 

3. Pembiayaan DeSEl 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Bemula Rp . 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp . 

Jumlah setelah perubahan Rp . 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula Rp . 
b. BertmnbEl!i/ (berkurang) Rp . 

-Jumlah setelah perubahan Rp .. 
Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp . 

1.2. Transfer 
El. Se111ll1E1. RJ> •..........•••.... 
b. Bertambah/ (berkurang) RI) .. 
Jumlah pendapatan transfer setelah 
Perubahan Rp . 

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 
a.. ~e111ll.lfl ~I>·················· 
b. Bertambahj' (berkurang} RI) . 
JumlElh la.in-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan RI) •...••.••..•....•. 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan RI) . 



BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 

NAMA 
tanda tangan 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

NAMA 

tanda tangan 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Agar setiap orang dapat rnengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peratu.ran Kepala Desa ini dengan penempatannya 
dalarn Serita Desa .. (Na.ma Desa) 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala 
U rusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala Desa ini. 
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Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa 
4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut 
5. kolom 2: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
6. kolom 3: diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang. 
7. kolom 4 : d.iisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untu.k membayar 

orang/ barang 
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 

( ) ( ) 

Kaur/Kasi. . 
Disetujui 
Kepala Desa 

......................... , . 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 

JUML}\H (Rp.) 

Rincian Pendanaan 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 
DESA I<ECA.MATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

H. Format DPA 



31 OI 

~ 
CII 

t! - e, 
0 z -- Ji! 
0 - 

~ 
c. 
4) 

fl.I 

i - : ..___ 
~ ~ I .___oo 

c ::s z "") 

ff - ! 
.... 
4) 

::i: - 
~ '"' t - :a 

::i: ..___ 
A 
&! 

.____ 
; ..., 

~ I i r- 
fl.) 

:i i 1~~ ~ 
..., 

i i i ~ 
ii~ ~ ..., 

as J i 
t!l h 111~ ~ I ·; Ii I I§ i ti~ i, Iii 'i 1i it!~ ! 

<") J! 'i:' ~11 r£ . s.e J Ft ! :a fni'iJS,~ ::::> !I 1 u ?. & i!JJ!lj {! ! hi .~ ~ I ]. 1 'i:' a i lJj c }ii! I~ gee: ,j ,f ,f,f2,f ,f v :!t!t!!!t; 
"O 

0 u - - z ('4 s A - - - ("f 

tl as U) .,, U) U) 

f&:1 u ... ... ... ... - - Q 0 0 0 0 0 0 

~ ... A ... - r4 ... ... <") <") <") 

as ... - - ... ... ... ... ... ... 



l 
-. 

·I l 
·~ -. . i A L g a, 
:3 § co ~ 5 a .8 .0 ~ @ § ]' : c ~~ ~ 11 jj~ ! u 'O ~ QJ 

0 J ~ '° ... I l '° g ;J ;J c co e & e! l I 'E 'E 1! 0 ~ c!! :I: -. e- § 
• ~ QJ t:. e:! t:. 

! s 
J I ~ ~ &: t1 ii £ ]j 0 0 ~ ~ ~ "') 

.~ 
&> ai:§'1 .; a a ~~i il al § ! @ ~ ~·~ al as al ·2 . 'i ·g I r . ...,, 

u a \U u 

~ ~ ~ (II 

~ .s s -g a ·a ! § :g] 'O 'O 
Qj ta ii: c al c: 

~ ~ u ... if c!!~ctr=~~ o QJ ... r.8 '° v Q.. 0 I en v e, ::.: ::!: j ~ 
rg 

C'I . st c 0 
0 0 

N (f') C? ('I) st '¢' '¢ '¢' 

1/) lf) l? 1/) 1/) 1/) lf). lf) 

.... II) 1/) ~ 1/) 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

(') 
.... ..... .. ..... "" .... .... ..... .... ,..., 

..... C'I (',I (',I C'I ('I ..... 1/) 1b l() 1/) 1/) If) 



il '° 
CD s ..... 
g. 
z 
....... 
~ ..... 

i ! ..... 
; 1 
- 

~ ~ 
0 ..... II) z 
ff ~ "-- 

i ..... ·s 
2 ..... 
I ff ..... 
~ ..... 
.g 
rio ..... 
~ 

I 1£ v s~ 
~ 

I I 

I ! " Q 

j lj ! 
I .J ; ~ ! 

! ·il -~ ! 1 f' I ,. =~ ,. 
(') l ] =1 l ~ 

! i .. ii 
j ~ a! 1p1ii ·m ~ ~ ~ Ii 

~ 1 c@ 
~ i .1 t c@ ff t 

I ... i ~ u{ e j! ! ::s l ~ f l i ~ ~ ! . 2 ., 
~ 

i J ~ l~ ~ lli~l~ j ! 0 0 v v 

'd . . 
fi 

u - - - - - Cit 

z! .c - - - C'f C'f (') (') (') - t1 II) 

~ 
aS v v v v v v v v 'Of" II) 

rzl - - Q ~ 0 0 

~ - .c - - - 
co ...... ...... ...... ...... 

,, 



I ·l ~ i ~ ] 1 !1 -~I~ I 
=i' ffl 

~ I " l ~ " SJi " fli J ., t j ., 
J s::I • ., I el. I -~ I J cl5 l! l ! IJ JiJ I t t :!j I s' 11 f _ j 1 it I 1 lJ)i 1 ap 

I 
~ l J ; ~ I I~ en ! u 

Ft 

Ii !Bi as -o -¥1 0 Iii ~ ~ ~ 
....... l 8. s . Cl.) 

·e Is Ji t t ., ·8 ilH .~ .~ I ·ff t .~ I i 3 
~ 

. fl . i ~ i ii ~ ! I <! I~ a!! ~ 
v v v 'ti 

0 . 0 

..... ..... ('I v v 8 s 

..... ..... ('I (If (I') (I') (I') 'It 'It 'It 'It 

II) II) II) II) II) II) II) II) II) II) II) - ..... - ..... ..... II) II) II) II) 0 0 18 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

..... .... (I') (I') ('I) (I') ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... ..... 

.... .... .... .... .... .... NN ('I ('I N .... II) II) II) II) II) II) 

t- 



~ a 
ll,C) QO 

m m 
~ 

a a 
ffi i ~ -0 'O 

~ I as m 
6 -~ o 0 ~ l -~ ~ ~ m m ·! .0 .0 @ ~ >- ], s .0 .0 6 i Q) Q) 

~ 
Q Q -c c: c: 

~ en en I 1 I & & 
~ 

c J ~ 5 "§ -~ 
ffi i v 

~ 
!a {3. {3. c 

·e ::, c c 2: 

II 
& 

CD 
~ ~ i Q) Q) .c: .0 .0 rt) ::E Q) S E ... ::5 ·u; 

& d d & :.::l Cil Q) v v, Ill v ti. en en c, c, "'O rt) ...., ...., rt) 

,-1 ...... I 
...... .-, ,-1 N 

,-1 ,-1 ,-1 C\I N N 

IO IO IO IO IO IO \() 



: di:isi dengan uraian transaksi. 
: diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. 
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa. 
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 

Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 8 
Kolom 9 
Kolom 10 
Kolom 11 

Cara pengisian: 
Kolorn 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 

( ·········· ) 

Kaur/Kasi. . 
....................... , ~ . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Pen gem balian Saldo Kas 
Bukti dari Kas ke Kas Desa (Rp.) 

(Rp) Belanja Bclanja (Rp) 
Barang Modal 

dan Jasa 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pindahan Jumlah 
dari halaman 
sebelumnya 

umlah 
Total Penerirnaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA IIBCAMATAN . 
TAHUN ANGGA_RAN . 

K. l. Buku Kas Pernbantu Kegiatan 

K. Format Buku Pembantu Kegiatan 



: diisi dengan nomor urut, 
: diisi dengan tanggal transaksi, 
: diisi dengan nomor bukti transaksi. 
: diisi nama/ sumber pernberi bantuan dan jenis bantuan. 
: diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
: diisi dengan volume jenis barang/tenaga. 
: diisi dengan nomer bukti setor / pemberitahuan kepada Bendahara. 
: diisi dengan jurnlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa 

Kolorn 1 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Kolom 6 
Kolom 7 
Kolom 8 

Cara pengisian: 

( ) 

Kaur/Kasi 
............... , . 

No 
Tanggal Norn or Uraian Penerirnaan Nomor Saldo Kas 

Bukti Uang (Rp) Barang/ Bukti Setor (Rp.) 
Tenaga ke Kas 

(Volume) Desa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

:'indaha:n - 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnya 

lJumlah 
Total 

Nama Kegiatan: .. 

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT 
DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat 

K. Format Buku Pembantu Kegiatan 
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~ UMI AZIZAH 

BU 

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenk.latur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1: dengan nomor urut. 
5. Kolom 2: diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
8. Kolom 5: diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
9. Kolom 6: diisi denganjumlah permintaan dana sampai saat ini. 
10. 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran. 

Cara pengisian: 

( ) 

( ) 

Telah dibayar lunas 
Kaur Keuangan, 

Disetujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa, 

Kaur/ Kasi. . 
Telah dilakukan verifikasi 

Sekretaris Desa, 

................. , 20 . 

N 
0 URAlAN PAGU PENCAlRAN PERMfNTAA JUMLAH SISA DANA 

ANG GARAN S.D. VG N SAMPAI SAAT 
LALU SEKARANO INT 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 
J 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

. ····································· 

. ····································· 

........................................ 
....................................... Bi dang 

Sub Bidang 
Kegiatan 
Walctu Pelaksanaan 

TAHUN ANGGARAN . 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN ................................... 

M. l. Format Surat Pennintaan Pembayaran 



1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
5. Kolom 2: diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja. 
6. Kolom 3: diisi dengan uraian keperluan belanja, 
7. kolom 4: diisi denganjumlab belanja. 
8. baris jumlah diisijumlah keseluruhan. 

Cara pengisian: 

( ) 

Kaur/Kasi. . 

• • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • J •••••• "' . 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk 
kelengkapan Demikian surat pemyataan ini clibuat dengan sebenarnya . 

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 
(Rp.) 

1 2 3 4 

JUMLAH (Rp.) 

Bi dang 
Sub Bidang 
Kegiatan 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA KECAMATAN ·································· 

TAHUN ANG GARAN . 

M.2. Format Pemyataan Tanggung Jawab Belanja 
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Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan 
pajak) atau pengeluaran (dari penyetoran pajak). 

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. 
Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. 
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 
Kolom 5 : diisi dengan jurnlah rupiah pengeluaran kas. 
Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara 

Cara pengisian : 

( ) 

Kaur Keuangan 
........... , ······························· 

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 
(Rp) (Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

TAHUN ANGGARAN . 

DESA KECAMATAN . 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 

Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum 
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Cara pengisian: 
Kolom l : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga, 
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor / pemberitahuan kepada Bendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa 

( ) 

Kaur Keuangan 

............. , , . 

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo 
Bukti (Rp) jawaban Panjar (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TAHUN ANGGARAN . 

DESA l{ECAMATAN . 

BUKU PEMBANTU PANJAR 

Q.3 Buku Pembantu Panjar 

Q. Format Pembantu Buku Kas Umum 



< .• Nama Penerirna .. > 

Yang Mcncrima 

< .. Nama Pernberi .. > 

Yang Member 

i !::a tatan Keuangan 

Uang sebesar : Rp < ... Jumlah dalam angka... > 
( ... .Jumlah dalam huruf...) 
(.,. JumJah dalam huruf lfil!iutan ... } 

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa < ..• Nama Desa ... > 

< .... Sebutkan Tujuan Pernbayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja) .... > 

< Sebutkan Tujuan Pernbayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja) > 

Sebagai pernbayaran : < .•... Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja) ...... > 

Tanda Bukti Pengeluaran Uang 

< ... Desa ... a>, < ... tgl, bin, th. .. > 

: < ••• Nama Dcsa, .. > 

: < ... Kabupatcn ... > 

Kantor Desa 
Ka bu paten 

R. Format Kuitansi 



REALI SAS I 
KODE REKENING URAIAN ANOOARAN ANGGARAN SUMBER 

(Rp) (Rp) DANA 

1 2 3 4 6 6 
a b c a b c d 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan> 
4 2 rransfer 
4 2 1 DanaDesa 
4 3 Pendapatan lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama 

AntarDesa 
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan> 

dst ••. 

ITT1MLAH PENDAPATAN 

5 IBELANJA 
1 Penyelenggaraan Pemerintahan 

OC>esa 
1 1 Penyelenggaraan Belartja 

PenghasUan Tetap, Tunjangan clan 
Operasional Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
rrwtjangan Kepala Desa 

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan 

KepalaDesa 
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek Belartja> 
1 3 Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Statistik clan 
Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum clan 
~--:-""dudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu 
Keluarga, dll) 

1 3 01 5 2 Belanja Barang clan Jasa 
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 

<Rincian Obyek Belartja> 

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 

2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk 

atan Sarana Prasarana 
Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa/Sangga.r Belajar 

2 1 05 5 3 Belanja Modal 

Contoh 

LAPORAN PELAKSANMN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
SEMESTER PERTAMA 

PEMERINTAH DESA .. 
TAHUN ANOOARAN •.••••••••••• 

S. Format Laporan Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa Semester Pertama 



Cara pengisian: 
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifi.kasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. Sub Bidang; dan 
c. kegiatan. 

Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdlri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 
- Bagian pendapatan diisi; 

a. Pendapatan; 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan. 

- Bsgian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis beJanja [disesuaikan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belaoja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pcmbiayaan; 

b. Kelompok pembiayaan: dan 
c. jenis pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan [Lihat Lampiran A Perrnendagri ini) 
diisi dengan jumlah anggaran yang ditcte.pkan 
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) 
terkait 

Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 
Ko1om 6 

( ) 

................................................. 20 ..... 
KepaJa Desa, .. 

2 1 05 5 3 4 IBelanja Modal Gedu ng dan 
IBangunan 

1 l 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek Bclanja> 

5 Penanggulangan Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 

5 1 Penanggulangan Bencana 
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana 
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga 

dst 
iJUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 
6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 
6 l 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 

- 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 

dst 
SELISlH PEMBIAY AAN 



l UMI AZIZAH 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

halaman 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

I Laporan Realisasi APBDes 
U Catatan Atas Laporan Keuangan 

A. lnfonnasi Umum 
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 
2 Pendapatan Asli Desa 
3 Dana Desa 
4 Bagian cir hasil pajak dan Retribusi Daerah 
5 Alokasi Dana Desa 
6 Bantuan Keuangan Propinsi 
7 Bantuan Keuangan Kabupaten 
8 Pendapatan Lain Iain 
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pernerintah Desa 
H Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
# Belanja Bidang Pem binaan Kemasyaratan Desa 
# BelanjaBidang Pernberdayaan Kemasyaratan Desa 
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 
# Belanja Desa dalam Klaeifikasi Ekonomi 
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
# Pembiayaan 
# Aset Desa 
# Penyertaan Modal Desa 
# . 

Lampiran 
Lampiran l - Rincian Aset Tetap Desa 
Lampiran 2 - .. 

Daftar Isi 

LaporanKeuangan 
Pemerintah Desa ABC 

Kecamatan KLM 
Kabupaten XYZ 

Tahun Anggaran 20x l 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANOOUNOJAWABAN REALISASI APB 
DESA 

T.2. Format Laporan Keuangan 



UMIAZIZAH 

l.ihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kcuangnn 

C.15 

C.14 

SlLPA TAflUN BERJALAN 
PEMBIAYAAN NE"rro 

PEMBIAYAAN 
Penerimaan Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 

JUMLAH BEL.ANJA 
SURPLUS/ (DEFISI'r) 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx XXX~'{XX xxx 
xxx.xxx lOOC.lOCX xxx 
Xl(X.)QQ( xxx.xxx )\'70( 

xxx.xxx xxx.xxx :'OCX 

x.xxx.xxx x.xxx.xxx X.XXX 

xx.xxx xx.xxx xx 

xxx.xxx lCXX.XXX xxx 
xxx.xxx lOOC.XXX )OCX 

xx.xxx xx.xxx xx 
xxx xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xx:x xxx 

xxx.xxx .lOOC •. xxx xxx 
xxx.xxx '!Qili.~ IDQ( 

xxx.xxx xxx .. xxx xxx 
xxx.xxx xxxxxx X}O( 

xxx.xxx 'lOOC_.,'00( xxx 
,OOC.lC'CC ,ocx.,oc,c Xl'CX 

x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx 

(Lcbih)/ 
kurang Realisasi Aoggara.o 

C.9 dan Cl5 
C.10 dan Cl5 
C.11 dan Cl5 
C.12 dan Cl5 
C.13 dan Cl5 

C.3 
C.4 
c.s 
C.6 
C.7 
C.8 

C.2 

Ref 

BEI..ANJA 
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Bidaog Pembinaan Kcrnasyaratao Desa 
Bidang Pcmbcrdeyaan Masyarakat Dcsa 
Bidang Pc.nangulangan Bcncana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa. 

JUMU\H PENDAPATAN 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Desa 
Pendopatan Transfer 

Dana Desa 
~a_gian (Jr haail pajak dan Retribusi Daerah 
Alokasi Dana Desa 
Bamuan Keuangan Propinsl 
Bantuan Keuangan Kabupaten 

Pcndapatan Lain lain 

TAHUN ANOOARAN zox: 

Kabupaten XYZ 

Kecamatan KLM 

PEMERlN'rAH DESA ABC 

LAPORAN REAUSASI APB DESA 

1'.2.a. Formal Laporan Realisasi APB Desa 



xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Tahap 1 
Tahap2 

Realisasi Anggaran 

4. Bagian dari basil pejak dan Retribusi Daerah 
Penerimaan Desa yang berasal dari Begum dari basil paiak dan Retribusi Daerah adalah seb@pi 

(Lebih)/ 
kurang 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tahap2 xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

3. DanaDesa 
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana 
Desa selama tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut: 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

Pendapatan Asll Desa terdiri dari: 
a. Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx 
b. Hasil Aset xxxxxx xxx.xxx xxx 
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx xxx.xxx xxx 
d, Lain-lain PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

2. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa terdiri dari: 

x.xxx Saldo Kasper 31 Desember 20xl 

xxx 

xxx 
xxx 

(XXX) 

xxx SILPA tahun anggaran 20xl 
Mutasi Potongan Pajak 
- Saldo Awai Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan 
- Setoran Pajak ke Kas Negara selarna tahun anggaran berjalan 
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan 
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas 

B. Dasar Penyejian Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga 
perolehan. Pendapatan dicatat pada saa.t kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pa.da saat 
kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

A. Infonnasi Umum 
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan 
Bupati No Tanggal , saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC 
1. Kepala Desa : XXXXX 
2. Sekretaris De88. : YYYYY 
3. Bendahara Desa : ZZZZZ 
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten 

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, 
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20xl 

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan 



Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang clan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

10. Belanja-Biclang Pembangunan Desa 
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari: 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx :xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.x:xx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

9. Belanja - Biclang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Belanja untuk Biclang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercliri darii 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

.................. xxx.xxx xxx.xxx xxx 

.................. xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan lain-lain tercliri dari: 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

Penerimaan dari basil ketjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Penerimaan dari basil kerjasama Desa dengan pihak 
ketiga. xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Hibah clan sumbangan dari pihak ketiga. xxx.xxx :xxx.xxx xxx 
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas 
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bungs.bank xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Lain-lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

7. Bantuan Keuangan Kabupaten 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten ... ,.,.,... adalah sebagai ------ 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx 
xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 

Realisasi Anggaran (Lebih)/ 
kurang 

6. Bantuan Keuangan Propinsi 
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ... w ..... adalah sehApi be_iku_t_: _ 

xxx.xxx 
xxx xxx.xxx xxx.xxx 

5. Alokasi Dana Desa (ADD) 
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut: 



Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

................ xxx.xxx xxx.xxx xxx ................ xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

14. Belanja Desa dalam. klasifikasi ekonomi 
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut 

Anggaran Realisasi 
(Lebih)/ 
kurang 

Belanja Pegawai 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa :xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Jasa Sewa :xxx.xxx x:xx.xxx xxx 
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Pemellharaan xxx.x:xx xxx.xxx xxx 
BelanjaBarangdanJasayangrnserahkankepada 
Masyaraka.t xxx.xxx xxx.xxx xxx 

,ooc,xxx XXX,XXX xxx 
Belanja Modal 

Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belartja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Oedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jem.batan xxx.xxx xxx.xxx :xxx 
Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal Jaringan/lnstalasi :xxx.xxx xxx.xxx xxx 

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan 
darurat sebagai berikut 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
kurang 

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

12. Belanja- Bidang Pemberdayaan Masyaraka.t Desa 
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari: ----- 

(Lebih)/ 
Anggaran Realisasi kurang 

Belanja Barang dan Jasa RRX xxx.xxx xxx.xxx 
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari: 

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 



Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

15. Belanja Cesa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 

Anggaran Realisasi (Lebih)/ 
k\lrang 

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Cesa 
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Tetap, Tuajangan dan Operasfonal Pemerlntahan 
Cesa 
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Desa 
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, :xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Keuangan dan Pelaporan 
Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pembangunan Cesa 

Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xx:x 
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pekerjaan Umum den Penataan Ruang xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Informatika 
Sub Bideng Energi den Sum.her Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Cesa 

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, den xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Pelindungen Maayarakat 
Sub Bideng Kebuclayaan dan Keeprnaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bideng Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Belanja - Bideng Pemberdayaan Masyarakat Cesa 

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bideng Pertanian dan Peternakan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Sub Bidang Pemberclayaan Perempuan, :xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Perlindungan Anak dan Keluarga 
Sub Bidang Koperasi, Usaha Milao Kecil dan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Menengah (UMKM) 
Sub Bidang Dukungan Penenaman Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Perdagangan den Perindustrian :xxx.xxx .xxx.xxx .xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan 
Darurat den Mendesak Desa 

Sub Bidang Penanggulangan Bencana xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Keadaan Darurat xxx . .xxx xxx.xxx xxx 
Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx xxx.xxx xxx 

XXK,mtx XXK,21XX xxx 



19. dst 

20x0 20.xl 
Penambaban/ 
(Pengurangan] 

BUMDesXXX xxx.xxx XXXJOOC xxx 
Bl:JMDes YYY xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx XXX.XlOC xxx 
xxx.xxx xxx.xxx x:xx 

18. Penyertaan Modal Desa 
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut, ---'------ 

Rindan Aset Tetap dapat untuk masing-masi.ng klasifikasl diatas dapat dilihat pada lampiran .... 

20x.O 20xl Penambahan/ 
(Pengu rangan] 

Tan ah xxx.x:xx xxx.xxx xxx 
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat x:xx.xxx xxx.xxx xxx 

Kcndara.an xxx.xxx xxx.xxx x:xx 
Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx 
.Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

lrigasi/Embung/ Air Sungai/ Drainase xxx.xxx xxx.xxx xxx 
,1 aringan I I nstalasi xxx.x:x:x xxx.xxx xxx 

Aset Teta.p lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx.xxx xxx.xxx xxx 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 

17. Asel Desa 
Perolchan aset desa adalah scbagai berikut, 

xxx xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx xxx 
xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx xxx.xxx 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 
1. Pernbentukan Dana Cadangao 
2. Penyertaan Modal Desa 

xxx.xxx xxx.xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xxx.xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

Penerirnaan Pembiayaan terdiri dari: 
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 
2. Pencairan Dana Cadangan 
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dlpisahkan 

Anggaran Realisasi (Lcbih)/ 
kurang 

xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 
xxx.xxx xxx.xxx xxx 

Penerimaan Pembiayaan 
Pengoluaran Pembiayaan 

16. Pembiayaan 
.Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah scbagai berikut: 
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J OMI AZIZAH 

Baik 

Baik 

Bruk 

485,000,000 

Konstrukai 20165,000,000 

30,000,000 

120,000,000 

40,000.000 

40,000,000 

2014 

2014 

2014 

2014 

.. , Diiai dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Be:rat (RB) 

X Konstru.ksi dalam Pengerjaan 
1 Pembangw,a.n Jcmbatan dalam Konstruksi 
2 . 
3 .. 

Total Nilai Ase; Tctap per 31 Desember 2~ 

IX Aset Tetap lainnya 
1 Sapi 3 ekor 
2 .. 
3 . 

vm Jaringan/Instalasi 
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di . 
2 . 
3 . 

vn Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase 
l Em bung XYZ, Lokasi di . 
2 . 
3 . 

VI Jembatan 
1 .lembatan XYZ Lokasi di , 50m 
2 . 
3 .. 
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1 ) 

Kepala Desa 

..................... , . 

Kegiatan Anggaran 
No. Program Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Surnber Dana 

Desa 
Kecamatan 
Ka bu paten 
Provinsi 

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAJNNYA YANG MASUK KE OIDSA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DESA 
NOMOR ..... TAHUN ..... 
TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASJ APB 
DESA 

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa 


